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PERATURAN1GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
I BUKOTA JAKARTA 

NOMOR 39 TAHUN 2010 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG 
DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN, KARTU KELUARGA DAN KARTU 

TANDA PENDUDUK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang 

Mengingat 

: a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2008 
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 
2008 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran, Kartu 
Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, pelaksanaan dispensasi 
untuk pencatatan Akta Kelahiran diperpanjang masa berlakunya 
sampai dengan 20 Februari 2010; 

b. bahwa sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 
472.11/2945/SJ tentang Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan 
Pencatatan Kelahiran, masa berlaku dispensasi pencatatan kelahiran 
di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia sampai dengan 
Desember 2010; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2008 
tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran, Kartu 
Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk; 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian; 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan; 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 
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5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan; 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan; 

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan; 

10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan 
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 

11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pendaftaran 
Penduduk dan Pencatatan Sipil; 

12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah; 

13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah; 

14. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2005 tentang Persyaratan 
dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Pendudukan dan 
Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2007; 

15. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dispensasi 
Pelayanan Pencatatan Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda 
Penduduk; 

16. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2009 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

17. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2009 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Unit Pengelola Teknologi dan Informasi Kependudukan; 

18. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2009 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 	. PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG 
DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN, KARTU 
KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK. 



HAYAT 
NIP 050012362 
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PASAL I 

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2008 
tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran, Kartu Keluarga 
dan Kartu Tanda Penduduk diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 
berbunyi sebagai berikut 

Pasal 5 

(1) Pemberian dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1, berlaku sampai dengan tanggal 
31 Desember 2010. 

(2) Pelaksanaan pemberian dispensasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 

PASAL II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 18 Februari 2010 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 21 Februari 2010 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 2010 NOMOR 47 
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